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The purpose of this study was to determine the supervision of village 
funds by the village consultative body (BPD) in Kampung Poo, 
Jagebob District, Merauke Regency. The research method used is a 
qualitative method, descriptive qualitative research type. The 
research was conducted through observation and in-depth 
interviews. After that the data obtained is collected to be described 
and analyzed to draw a conclusion. The results showed that the 
supervision of the Village Funds by the Village Consultative Body 
(BPD) in Kampung Poo has not been going well, especially at the 
pre-distribution stage and the distribution and use of Village funds, 
only the third stage has been carried out well, but the Pre-
Distribution Stage of Village Funds is still not carried out well, 
especially in the Aspect of Appropriateness of the Village Fund 
Planning Arrangement Procedure because the village head did not 
make a decision letter regarding the Village Fund Implementing 
Technical Officer (PTPD) but only made direct appointments to the 
village secretary and head of financial affairs, and the distribution 
and use stage, namely in the financial aspect and use, where the 
People's Consultative Body (BPD), which is the representative of the 
community at large to oversee the Village Fund Budget, does not get 
the opportunity to consult to determine priority programs funded by 




Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengawasan dana 
Kampung oleh badan permusyawaratan desa (BPD) di Kampung Poo 
Distrik Jagebob Kabupaten Merauke. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode kualitatif, jenis penelitian deskriptif 
kualitatif. Penelitian dilakukan melalui observasi dan 
wawancara secara mendalam. Setelah itu data yang diperoleh 
dikumpulkan untuk dideskripsikan dan dianalisis untuk menarik 
sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Pengawasan Dana 
Kampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kampung Poo 
belum berjalan dengan baik terutama pada tahap pra penyaluran dan 
tahap penyaluran dan penggunaan dana Kampung, hanya tahap 
ketiga yang telah terlaksana dengan baik, tetapi Tahap Pra 
Penyaluran Dana Desa masih belum terlaksana dengan baik terutama 
pada Aspek Kesesuiaan Prosedur Penyusunan Perencanaan Dana 
Desa karena kepala Kampung tidak membuat surat keputusan tentang 
Petugas Teknis Pelaksana Dana Desa ( PTPD ) tapi hanya melakukan 
penunjukan langsung kepada sekertaris desa dan kepala urusan 
Keuangan, dan tahap penyaluran dan penggunaan yakni pada aspek 
keuangan dan penggunaan, dimana Badan Permusyawaratan Rakyat 
(BPD) yang sebagai perwakilan dari masyarakat secara luas untuk 
mengawasi Anggaran Dana Desa tidak medapatkan kesempatan 
bermusyawarah untuk menentukan   program   prioritas   yang   
didanai   oleh   dana   desa   sehingga pengawasan dana desa masih 
belum terlalu efektif. 
 
Pendahuluan  
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Kampung   merupakan   sistem   pemerintahan   terkecil   dalam   suatu negara,  hal  ini 
termaktub dalam Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintah Daerah dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini, desa diberi 
pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem 
pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 
Desa ( Baca: UU Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Kampung merupakan suatu wilayah tertentu yang dihuni oleh sekelompok masyarakat 
tertentu yang mempunyai struktur Kampung dan Kepala Kampung. Pembangunan Kampung yang 
diarahkan pemerintah merupakan program Pemerintah dengan dana DAU dan DAK. Menurut 
Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 
menyebutkan pengertian Kampung atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan 
Nasional dan berada di daerah Kabupaten / Kota. 
Kampung adalah organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang 
mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya di bidang pelayanan publik. Sehingga 
pemberian wewenang terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus disertai 
dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai untuk penguatan otonomi desa 
menuju kemandirian desa. Dana Kampung merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan 
antar tingkat pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dengan 
pemerintahan desa. Dana Kampung merupakan bentuk bantuan dari pemerintah sebagai sarana 
penunjang dan sarana penstimulus pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di 
Kampung, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam 
mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah Kampung. 
Anggaran pemerintah yang diberikan kepada Kampung pada hakikatnya digunakan untuk 
meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut harus digunakan dan 
di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku 
yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Keuangan Desa dalam UU Desa N0. 06 Tahun 2014 
menjelaskan pengertian Keuangan Desa sebagai berikut: Keuangan Desa adalah semua hak dan 
kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dana Kampung adalah dana yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung 
dan Kampung Adat yang ditransfer melalui   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   
Kabupaten/Kota   dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, 
serta pemberdayaan masyarakat. Tujuan awal Dana Kampung ini diberikan dengan mengganti 
program pemerintah yang dulunya disebut Program Nasional Pembangunan Mandiri (PNPM), 
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namun dengan berlakunya Dana Kampung ini, memicu terciptanya program – program yang 
bertujuan meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan Kampung. 
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah 
mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan 
alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa 
berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), 
dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat 
kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, 
bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata 
dan berkeadilan. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan luasnya   lingkup   
kewenangan   Desa   dan   dalam   rangka   mengoptimalkan penggunaan  Dana  Desa,  maka  
penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan  untuk membiayai   pembangunan   dan   pemberdayaan   
masyarakat   Desa.   Penetapan prioritas  penggunaan  dana  desa  telah  dijelaskan  dalam  
Permendes  Nomor  21 Tahun 2016  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  
Tahun  2016 tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.  
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat (1) huruf d 
menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari dana desa yang merupakan 
bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Kemudian dalam pasal yang sama 
pada ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan 
yang diterima Kabupaten/Kota  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (  APBD  ) 
setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat  
berkembang  secara  lebih  optimal  dan  mampu  membangun  wilayahnya sesuai kebutuhan yang 
ada di wilayahnya masing-masing ( Pahlevi dalam Hasniati, 2016). Untuk tahun 2015, 2016, 
2017 jumlah dana desa yang dianggarkan untuk Kampung Poo dapat dilihat pada tabel berikut: 
 




SUMBER DANA  
TOTAL 
DD ADK 
2015 Rp. 319.941.744.00 Rp. 729.185.497.00 Rp. 1. 049.127.241.00 
2016 Rp. 743.247.000.00 Rp. 837.551.767.00 Rp. 1. 580.798.767.00 
2017 Rp. 924.707.975.00 Rp. 838.125.406.00 Rp. 1.762.759.389.29 
Jumlah Rp. 1. 987.896.719.08 Rp. 2.404.862.670.21 Rp. 4.392.759.389.29 
Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) 
Kabupaten Merauke 2018 
 
Dalam proses pengawasan dana desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mewakili 
masyarakat dalam  mengawasi  pelaksanaan  program-program pemerintah desa yang sumber 
dananya berasal dari alokasi dana desa yang secara jelas dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 tahun 2014. 
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Menurut Pramesti dalam Hasniati (2016) Fenomena yang terkait dengan pengawasan  dana  
desa  adalah  laporan  pertanggungjawaban  yang  dibuat  desa belum mengikuti standar dan rawan 
manipulasi. Serta APBD Desa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang 
diperlukan desa. Kemudian menurut Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Hasniati (2015), 
dalam aspek pengawasan Dana Desa, KPK menemukan 3 (tiga) potensi permasalahan, yakni: 
efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan, saluran pengaduan masyarakat belum dikelola 
dengan baik, dan evaluasi dan pengawasan pemerintah daerah belum jelas. Oleh karena itu 
diperlukan kejelasan aturan dan sistematika pengawasan  dana  desa  oleh  Badan  
Permusyawaratan  Desa  untuk  mengawasi penerapan program-program yang di danai dari dana 
desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 sehingga dapat 
mencegah tindakan penyelewengan oleh aparat pemerintah desa. 
Pengawasan dana desa dilakukan dalam dalam konteks pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan desa, yang wajib berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa.  Skala lokal Desa, Undang-Undang 
Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta 
keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk 
didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa. Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD 
menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan Desa. Kebijakan 
pengawasan tahunan, tahun 2016 dan 2017. Pengawasan Dana Desa adalah tindakan pengawalan 
dana yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas utama, dan 
pemerintah daerah  serta  pemerintah  pusat  sebagai  pengawas  pembantu  sehingga 
penyimpangan bisa dihilangkan pada program pembangunan dan pemberdayaan yang dibiayai 
oleh dana desa. 
 
 Metode  
 
Pendekatan yang di ambil dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan 
kualitatif digunakan agar dapat menggambarkan dan mengetahui apa yang sedang diteliti dan 
dapat memudahkan peneliti mendapatkan data obyektif guna memahami pemberdayaan 
masyarakat di Kampung Poo, Kabupaten Merauke. Metode penelitian yang digunakan ini yaitu 
metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif.  Sumber data yang digunakan adalah data primer 
dan sekunder. Penelitian dilakukan berdasarkan tahapan teknik pengumpulan data yaitu observasi, 
wawancara, dokumentasi dan angket pertanyaan. Teknik analisis yaitu reduksi data, penyajian 
data, verifikasi atau kesimpulan (Suyitno, 2009). Dimana data yang diperoleh  dikumpulkan  untuk  
dianalisis  dan  dideskripsikan  guna  menarik  sebuah kesimpulan. 
 
Hasil dan Diskusi  
Kesiapan Perangkat Desa dan Regulasi Dalam Menerima Dana Desa 
Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal kementerian dalam 
negeri tentang tata cara pengawasan dana desa, pada tahap pra penyaluran terdapat aspek kesiapan 
perangkat desa dan regulasi dalam menerima dana desa, dalam aspek tersebut harus ada kejelasan 
mengenai perangkat desa yang memiliki wewenang dalam mengelola dana desa, dalam hal ini 
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sekertaris desa, bendahara desa dan kaur keuangan yang harus di buatkan surat keputusan oleh 
kepala desa. Dalam  kenyataannya  di Desa/Kampung Poo,  pejabat teknis  pengelola keuangan 
desa tidak memiliki surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala Kampung hanya 
penunjukan langsung oleh kepala Kampung kepada sekertaris desa dan kaur keuangan untuk 
mengelola dana desa, hal ini berbanding terbalik dengan aturan yang dibuat oleh   menteri dalam 
negeri yang dimuat dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan   Desa   pasal   3   ayat   (3)   yang   berbunyi   Kepala   Desa   dalam 
melaksanakan  pengelolaan  keuangan  desa,  dibantu  oleh  PTPKD,  Sehingga dapat dikatakan 
bahwa pengawasan  dana desa masih belum terlaksana dengan baik pada aspek pra penyaluran 
dana desa. 
 
Kesesuaian Proses Penyusunan Perencanaan Dana Desa 
           Penyusunan perencanaan Dana Desa secara hakikatnya di mulai dari masyarakat, 
masyarakat menyampikan aspirasi dan kebutuhan yang mendesak untuk diprogramkan dalam 
rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.  Proses penyusunan perencanaan  dana  
desa  dibahas  secara lengkap dalam Musywarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) 
yang dilaksanakan setiap awal tahun guna menentukan program apa yang akan dilakukan 
pemerintah desa dalam satu tahun kedepan. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 
2020 Menurut Permendesa Nomor 17 Tahun 2019. Melihat dari hasil penelitian yang ada dapat 
dikatakan bahwa dalam aspek kesesuian proses penyusunan perencanaan dana Kampung yang 
dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSREMBANG) dapat dikatakan   
bahwa   masyarakat   sudah   berpartisipasi   secara   aktif   dalam perencanaan  program  yang  
didanai  oleh  dana  Kampung  di  Desa/Kampung  Poo, hanya saja dalam penentuan program 
prioritas yang akan dilakukan oleh pemerintah Kampung ketika dana Kampung telah cair, 
pemerintah Kampung tidak melibatkan masyarakat untuk menentukan program apa yang menjadi 
prioritas yang didanai oleh dana Kampung (Oja et al., 2019). 
 
Padahal sesuai aturan yang ada dalam petunjuk teknis pengawasan dana Kampung oleh 
badan permusyawaratan desa (BPD), pemerintah Kampung harus melakukan musyawarah dengan 
dengan badan permusyawaratan desa serta masyarakat dalam menentukan program prioritas yang 
akan dilakukan. Sehingga masyarakat dan badan permuyawaratan desa (BPD), dapat mengawasi 
pelaksanaan dari program yang didanai oleh dana Kampung. Badan permusyawatan  desa (BPD) 
dan  masyarakat hanya di undang untuk melakukan peninjauan dan evaluasi akhir ketika program 
tersebut telah selesai dilaksanakan. Jadi, dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam 
pegawasan dana Kampung pada aspek pra penyaluran masih belum terlaksana dengan baik. Selain 
itu papan informasi mengenai program dan dana yang dibutuhkan tidak diketahui secara jelas 
olah masyarakat sehingga pengawasan tidak berjalan dengan baik (Moento et al., 2020). 
 
Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Kampung 
Dalam aspek keuangan dalam penggunaan dana desa, hal yang harus diperhatikan yaitu 
mengenai ketepatan waktu penyaluran dana desa dari daerah ke desa. Sebagaimana yang diatur 
oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan   Nomor   49   Tahun   2016   Tentang   Tata   
Cara   Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa, pasal 14 
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ayat (2) mengemukakan bahwa  penyaluran Dana Desa sebagaimana dikemukakan ayat satu (1) 
dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% 
b. Tahap II, pada bulan Agustus Sebesar 40% 
           Kemudian di ayat (3) juga dijelaskan bahwa penyaluran dari Rekening Keuangan Umum 
Daerah ke Rekening Keuangan Desa dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah dana desa 
diterima di Rekening Keuangan Umum Daerah. 
 
Hambatan yang ada mengenai dana desa adalah pengucuran dana desa yang terkadang 
tidak sesuai dengan aturan yang ada, padahal dalam aturan dijelaskan bahwa pencairan dana 
desa tahap satu paling lambat pada bulan maret tapi pada kenyataannya yang terjadi pencairan 
dana desa diterima oleh desa pada bulan april sehingga program-program yang akan dilakukan 
yang didanai oleh dana desa dilakukan secara tergesa-gesa sehingga hasil yang di dapatkan tidak 
maksimal (Hubertus, 2016). Selain itu, keterlambatan pencairan dana desa berpengaruh terhadap 
prosedur pengawasan dana desa, hal ini dapat dilihat pada proses pra penyaluran, terutama 
pada saat penetapan program prioritas. (Saragih et al., 2019)Dalam kesesuian pemanfaatan dana 
desa sesuai aturan yang ada dana desa hanya diperuntukkan pada pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa. Untuk mengawasi program pembangunan dan pemberdayan 
masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), dan 
masyarakat hanya  diikut  sertakan  dalam  musyawarah  perencanaan pembangunan pada awal 
tahun dan pada laporan pertanggungjawaban kepala desa pada akhir tahun. Sehingga dalam proses 
pelaksanaan tidak mendapat pengawasan oleh masyarakat karena kurangnya informasi mengenai 
program tersebut didanai oleh apa, karena tidak adanya papan informasi yang di buat pemerintah 
desa untuk menjelaskan program apa dan dari mana dananya didapatkan(Sudirman et al., 2020) 
 
Penatausahan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Dana Des 
Bentuk   Penatausahaan   Dana   Desa   yang   harus   dilakukan   oleh Pemerintah Desa 
melalui Bendahara Desa dengan cara melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana 
Desa serta mempertanggungjawabkan uang yang bersumber dari dana desa secara integral dengan 
keuangan desa melalui laporan pertanggungjawaban. Menurut Muhammad Arif (2007: 32) 
pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud 
dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, 
penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut 
juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau 
keahlian.Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk 
menggerakkan orang melakukan seuatu pekerjaan. 
Bentuk pelaporan dan petanggungjawaban dana desa yang dilakukakan oleh pemerintah 
desa dengan cara penerbitan laporan realisasi penggunaan dana desa. Sebagaimana yang diatur 
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, 
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa, pasal 25 ayat (1) 
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mengemukakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa 
setiap tahap kepada Bupati/Walikota (Fitriani et al., 2020).  Laporan realisasi ini dibagi menjadi 
2 tahap yakni laporan  realisasi  tahap  1  dan  tahap  2  dimana  laporan  realisasi  tahap  1 
dilaporkan pada bulan Juli dan laporan realisasi tahap 2 dilaporkan pada bulan Desember. 
Laporan realisasi penggunaan dana desa yang dibuat oleh pemerintah Kampung yang berisikan 
program yang dilakukan oleh pemerintah desa yang didanai dari anggaran dana desa, setelah 
dibuat maka akan diadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh aparat pemerintah desa, anggota 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat. Setelah dimusyawarakan maka 
laporan realisasi ini kemudian dikirim ke kabupaten untuk diperiksa (Akhmad, Firman & Syamsul, 
2015). 
Tahap pasca penyaluran dana desa merupakan tahap  terakhir  dalam pengawasan dana 
desa, dalam tahap ini penatausahaan dan pelaporan penggunaan dana desa dalam bentuk laporan 
realiasasi oleh pemerintah desa yang di rapatkan bersama badan permusyawaratan desa dan 
masyarakat untuk mempertanggungjawabkan program-program yang telah dilakukan dan tidak 
dilakukan yang dananya berasal dari dana desa. Dalam tahap ini pemerintah Kampung Poo telah 
melakukannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga partisipasi dan 
pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa dan masyarakat telah terlaksana 
dengan baik, hal ini bisa diliat dengan dilakukannya rapat yang membahas laporan 
pertanggungjawaban kepala desa yang mengikutsertakan masyarakat dan anggota badan 
permusyawaratan desa (BPD). 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan diatas yang merupakan interprestasi dari hasil penelitian 
menujukan bahwa, Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 
Kampung Poo masih belum berjalan dengan baik terutama pada tahap pra penyaluran dan tahap 
penyaluran dan penggunaan dana desa, hanya tahap ketiga yang telah terlaksana dengan baik, 
tetapi Tahap Pra Penyaluran Dana Desa masih belum terlaksana dengan baik terutama pada Aspek 
Kesesuiaan Prosedur Penyusunan Perencanaan Dana Desa karena kepala Kampung tidak 
membuat surat keputusan tentang Petugas Teknis Pelaksana Dana Desa (PTPD) tapi hanya 
melakukan penunjukan langsung kepada sekertaris desa dan kepala urusan Keuangan, dan tahap 
penyaluran dan penggunaan yakni pada aspek keuangan dan penggunaan, dimana Badan 
Permusyawaratan Rakyat (BPD) yang sebagai perwakilan dari masyarakat secara luas untuk 
mengawasi Anggaran Dana Desa tidak medapatkan kesempatan bermusyawarah untuk 
menetukan   program   prioritas   yang   didanai   oleh   dana   desa   sehingga pengawasan dana 
desa masih belum terlalu efektif. 
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